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Certification, thus providing suboptimal access to financing and legal protection.
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capabilities of MSMEs in managing NIB through the Online Single Submission
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PENDAHULUAN

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang berperan penting dalam
menyerap tenaga kerja, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan mendukung distribusi pertumbuhan
ekonomi nasional. Namun, tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah rendahnya legalitas
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usaha dan terbatasnya akses terhadap fasilitas permodalan. Legalitas, khususnya melalui Nomor Induk
Berusaha (NIB), berfungsi sebagai identitas formal yang fundamental untuk memperoleh perlindungan
hukum, mengembangkan usaha, serta mengakses berbagai fasilitas pemerintah dan lembaga keuangan.
Berbagai penelitian menegaskan bahwa NIB memperkuat posisi UMKM dalam sistem ekonomi modern,
sedangkan ketiadaan legalitas memicu hambatan dalam pengembangan usaha dan perlindungan hukum
(Fathoni et al., 2025; Supriyo et al., 2023)

Selain legalitas, aspek sertifikasi halal juga menjadi standar penting, terutama bagi UMKM di
sektor pangan, kosmetik, dan produk konsumsi. Dalam konteks kebijakan nasional, kepemilikan
sertifikasi halal meningkatkan citra, daya saing, serta kepercayaan konsumen (Wahyuni et al., 2023).
Keterkaitan antara NIB dan sertifikasi halal sangat krusial; keduanya menjadi fondasi utama dalam
memperkuat kredibilitas usaha. Akses permodalan merupakan faktor vital, namun kesulitan mengakses
pembiayaan formal sering kali disebabkan oleh keterbatasan dokumen legalitas dan standar mutu yang
dipersyaratkan oleh lembaga keuangan(Soebiantoro & Haryanti, 2024). Oleh karena itu, legalitas yang
lengkap dan standar produk yang terjamin membuka peluang bagi UMKM untuk terlibat dalam rantai
nilai yang lebih luas.

Upaya pendampingan teknis dalam penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) untuk
pembuatan NIB serta persiapan sertifikasi halal terbukti memberikan dampak positif bagi peningkatan
kesadaran legalitas dan kemampuan administrasi UMKM (Diana et al., 2022; Sudiyono et al., 2024)
Pendampingan ini memperkuat kapasitas UMKM dalam menghadapi kendala teknis dan administratif,
sehingga proses legalisasi berjalan lebih efektif. Dengan legalitas dan sertifikasi yang memadai, UMKM
memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh dukungan pembiayaan, mengikuti program pemerintah,
dan meningkatkan kepercayaan pasar

Di Desa Bandar Kumbul, banyak pelaku UMKM masih menjalankan kegiatan usaha tanpa
legalitas formal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Minimnya pemahaman mengenai proses
pendaftaran melalui OSS dan rendahnya literasi digital menyebabkan sebagian besar UMKM kesulitan
mengurus legalitas secara mandiri. Ketidaklengkapan dokumen ini berdampak langsung pada akses
pembiayaan formal, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan akases pembiayaan lainya karena
lembaga keuangan mensyaratkan legalitas usaha untuk proses verifikasi dan penyaluran modal.
Beberapa pelaku UMKM di desa ini bahkan mengaku pernah gagal mengajukan pinjaman karena tidak
memiliki NIB, sehingga pengembangan usaha mereka terhambat dan hanya bergantung pada modal
pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya legalitas menjadi hambatan utama yang
menghalangi kesempatan UMKM untuk tumbuh dan memperluas kapasitas usahanya.

Selain isu legalitas, produk makanan yang dihasilkan UMKM di Bandar Kumbul juga masih
banyak yang belum memiliki sertifikasi halal. Ketiadaan sertifikasi tersebut tidak hanya mengurangi
tingkat kepercayaan konsumen, tetapi juga menghambat pemasaran produk ke pasar yang lebih luas,
seperti toko modern atau pemasaran antarwilayah, karena label halal telah menjadi standar penting
dalam industri pangan. Rendahnya pemahaman mengenai prosedur sertifikasi, anggapan proses yang
rumit, serta keterbatasan pendampingan membuat UMKM enggan atau belum mampu mengurusnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya
legalitas usaha serta memberikan pendampingan dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)
dan Sertifikasi Halal. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan
secara langsung kepada pelaku UMKM. Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM
mampu memenuhi persyaratan legalitas usaha secara mandiri, sehingga dapat memperkuat akses
terhadap permodalan formal, memperoleh perlindungan hukum, dan meningkatkan daya saing usaha
secara berkelanjutan.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini mengadopsi pendekatan aksi partisipatif
(participatory action). Metode ini menekankan pada keterlibatan langsung pelaku UMKM dalam
seluruh proses, mulai dari identifikasi kebutuhan, pelatihan, hingga pendampingan teknis (Khoeir &
Yulianty, 2024). Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk memastikan UMKM tidak hanya
memperoleh pemahaman teoritis mengenai urgensi legalitas usaha, tetapi juga mampu menerapkan dan
menyebarluaskan pengetahuan teknis tersebut secara mandiri. Peserta yang menjadi sasaran kegiatan ini
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adalah seluru pelaku UMKM di Desa Bandar Kumbul. Berdasarkan observasi dan wawancara yang
dilakukan, terdapat sebanyak 30 UMKM yang bersedia mengikuti kegiatan hingga selesai.
Pelaksanaan program berlokasi di Aula Kantor Desa Bandar Kumbul, Kecamatan Bilah Barat,
Kabupaten Labuhanbatu. Rangkaian kegiatan berlangsung selama empat bulan, dari Agustus—Desember
2025. Program ini mencakup observasi lapangan, sosialisasi legalitas, pendampingan teknis pembuatan
NIB melalui sistem OSS-RBA, sertifikasi halal, dan evaluasi akhir. Pelaksanaan kegiatan dilakukan
melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan
Tahap ini meliputi observasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi awal mitra, analisis kebutuhan
berdasarkan temuan lapangan, serta persiapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan seperti
perangkat teknologi, sosialisasi materi, dan instrumen pendataan.
2. Tahap Pelaksanaan
Tahap ini terdiri atas dua kegiatan utama, yaitu sosialisasi dan pendampingan teknis. Sosialisasi
dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai urgensi legalitas usaha, manfaat NIB,
dan prosedur OSS-RBA. Selanjutnya dilakukan pendampingan teknis secara langsung, meliputi
pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, verifikasi dokumen, hingga proses penerbitan NIB.
Peserta dengan keterbatasan literasi digital mendapatkan bantuan intensif dari tim pendamping.
3. Tahap Evaluasi
Evaluasi dilaksanakan pada akhir kegiatan untuk menilai efektivitas pendampingan dan hambatan
yang muncul. Aspek yang divaluasi meliputi tingkat pemahaman peserta terhadap OSS-RBA,
capaian penerbitan NIB, ketercukupan materi sosialisasi, dan kecukupan fasilitas pendukung. Hasil
evaluasi digunakan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan, seperti sesi lanjutan, pendampingan
individu yang lebih intensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pendataan awal terhadap 30 mitra UMKM di Desa Bandar Kumbul, sebagian
besar pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun Sertifikasi Halal. Ketiadaan
legalitas tersebut menempatkan aktivitas usaha dalam kategori sektor informal, yang secara struktural
membatasi akses terhadap perlindungan hukum, pembiayaan formal, serta peluang ekspansi pasar.
Fenomena ini selaras dengan temuan (Sujito et al., 2025) yang menyatakan bahwa legalitas usaha
merupakan prasyarat utama bagi pengakuan administratif dan keinginan bisnis. Kondisi informalitas
UMKM di pedesaan umumnya disebabkan oleh terbatasnya literasi regulasi, rendahnya pemahaman
terhadap sistem Online Single Submission (OSS), serta minimnya pendampingan teknis (Makbul, 2025).
Studi (Khumaidi et al., 2022) menunjukkan bahwa tanpa intervensi pelatihan berbasis praktik, UMKM
cenderung mengalami kesulitan dalam mengakses sistem perizinan digital.

Dalam perspektif pengembangan UMKM, legalitas usaha berperan sebagai instrumen integrasi
pelaku usaha ke dalam sistem ekonomi formal yang memungkinkan akses terhadap perlindungan hukum
dan pembiayaan formal. Legalitas menjadi prasyarat administratif dalam proses pengajuan kredit
perbankan maupun program pembiayaan pemerintah (Soebiantoro & Haryanti, 2024). Oleh karena itu,
program ini difokuskan pada percepatan legalisasi melalui pendampingan yang terstruktur dan berbasis
praktik.

Tahap awal pelaksanaan program PKM-PM dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi
kepada pelaku UMKM di Desa Bandar Kumbul. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman
dasar mengenai pentingnya legalitas usaha, khususnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan
Sertifikasi Halal, sebagai fondasi perlindungan usaha dan pengembangan UMKM. Sosialisasi
difokuskan pada penjelasan manfaat legalitas usaha dalam meningkatkan keamanan usaha, kepercayaan
konsumen, serta peluang akses terhadap program pembiayaan dan bantuan pemerintah. Pendekatan
sosialisasi dan pelatihan dalam kegiatan pemberdayaan UMKM terbukti mampu meningkatkan
pemahaman masyarakat desa mengenai pengelolaan usaha dan pentingnya penguatan kapasitas ekonomi
lokal (Ritonga et al., 2023).

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara langsung dengan pendekatan komunikatif dan
partisipatif, sehingga mitra dapat menyampaikan kendala dan pengalaman mereka dalam menjalankan
usaha tanpa legalitas. Berdasarkan hasil diskusi, sebagian besar pelaku UMKM mengaku belum
memahami prosedur pengurusan NIB dan Sertifikasi Halal serta menganggap prosesnya rumit dan
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memerlukan biaya besar. Kondisi ini sejalan dengan temuan beberapa studi pengabdian yang
menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum dan administratif menjadi faktor utama UMKM belum
mengurus legalitas usaha (Makbul, 2025).

{ o s \ S s : .; " VP
Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Serta Penyerahan Hardfile NIB dan Sertifikasi Halal
Kepada Pelaku UMKM.

Setelah tahap sosialisasi, program PKM-PM dilanjutkan dengan pendampingan teknis publikasi
legalitas usaha yang mencakup pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single
Submission Risk Based Approach (OSS RBA) serta fasilitasi Sertifikasi Halal bagi UMKM sektor
pangan. Pendampingan dilakukan secara langsung dan bertahap. Dimulai dari pengumpulan data usaha,
penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), hingga pengisian dan verifikasi data
pada sistem digital. Metode pendampingan disesuaikan dengan kemampuan mitra, mengingat sebagian
besar pelaku UMKM belum terbiasa menggunakan layanan perizinan berbasis elektronik, sehingga
diperlukan bimbingan intensif agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

Melalui pendekatan partisipatif dan berkelanjutan, mitra tidak hanya berhasil memperoleh NIB
dan mengajukan Sertifikasi Halal, tetapi juga memahami fungsi legalitas sebagai identitas usaha formal
dan jaminan kualitas produk. Model pendampingan yang dikombinasikan dengan praktik langsung dan
keterlibatan peserta aktif terbukti mampu meningkatkan kapasitas serta kepercayaan diri pelaku UMKM
dalam mengembangkan usahanya (Harahap et al., 2025). Edukasi mengenai konsep halal, kelengkapan
dokumen, serta tahapan sertifikasi turut memperkuat kesiapan administrasi mitra dan mengurangi
persepsi bahwa proses legalisasi rumit dan mahal. Temuan ini sejalan dengan (Maulana & Sugito, 2025)
yang menyatakan bahwa pendampingan teknis secara langsung efektif meningkatkan pemenuhan
administratif dan daya saing UMKM di pasar.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa, 4 dari 30 UMKM (13,3%) berhasil memperoleh NIB
dan 2 dari 30 UMKM (6,7%) berhasil mengajukan dan memproses Sertifikasi Halal. Capaian ini
menunjukkan adanya peningkatan kapasitas administratif mitra dalam mengakses sistem perizinan
formal. Meskipun belum mencakup seluruh peserta, hasil ini menunjukkan bahwa hambatan utama
bukan terletak pada regulasi, melainkan pada literasi teknis dan kesiapan dokumen. Studi terbaru pada
UMKM pasca-implementasi OSS RBA menunjukkan bahwa percepatan perizinan bergantung pada
intensitas pendampingan dan kesiapan administratif pelaku (Mangunsong, 2025). Dengan demikian,
capaian program ini konsisten dengan temuan empiris tersebut.

Program PKM-PM menunjukkan bahwa kepemilikan legalitas usaha berdampak signifikan
terhadap peningkatan kesiapan UMKM dalam mengakses permodalan formal dan memperoleh
perlindunganhukum. Setelah memperoleh NIB, mitra memiliki identitas usaha yang sah sehingga lebih
percaya diri dalam mengajukan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun program
bantuan pemerintah lainnya, mengingat NIB merupakan salah satu persyaratan utama dalam proses
pengajuan kredit. Sebelum memiliki legalitas, mitra mengalami keterbatasan akses akibat status usaha
yang belum terdaftar secara resmi. Selain itu, kepemilikan NIB dan proses Sertifikasi Halal memberikan
rasa aman secara hukum karena usaha memperoleh pengakuan formal, meminimalkan potensi
permasalahan dalam aspek produksi, distribusi, dan pemasaran. Sertifikasi halal juga meningkatkan
kepercayaan konsumen, khususnya pada sektor pangan. Temuan ini selaras dengan (Khotimah & Rama,
2025; Maulana & Sugito, 2025; Sabrie et al., 2025) yang menyatakan bahwa legalitas usaha dan
sertifikasi halal berperan sebagai instrumen akses permodalan, perlindungan hukum, dan penguatan
daya saing UMKM.
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SIMPULAN

Pendampingan program percepatan legalitas usaha berupa fasilitas Nomor Induk Berusaha (NIB)
dan Sertifikasi Halal bagi pelaku UMKM di Desa Bandar Kumbul telah dilaksanakan dengan baik dan
memberikan hasil yang positif. Program ini berhasil memfasilitasi sejumlah pelaku UMKM untuk
memperoleh NIB serta mendampingi proses pengajuan Sertifikasi Halal sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan mampu menjawab
kebutuhan dasar pelaku UMKM terhadap legalitas usaha.

Pelaksanaan pendampingan juga berdampak pada meningkatnya pemahaman pelaku UMKM
mengenai pentingnya legalitas usaha. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan, pelaku UMKM tidak lagi
memandang NIB dan Sertifikasi Halal hanya sekedar persyaratan administratif, melainkan sebagai
bagian penting dalam pengembangan usaha. Legalitas usaha memberikan rasa aman secara hukum serta
meningkatkan kepercayaan diri pelaku UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi program, dapat disimpulkan bahwa akselerasi
legalitas usaha terbukti berkontribusi dalam memperkuat perlindungan usaha dan membuka peluang
akses permodalan bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, pendampingan legalitas usaha menjadi
langkah strategis dalam mendukung usus dan daya saing UMKM di Desa Bandar Kumbul.
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